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Subyek : Kehutanan Halaman :11
REDD+ Terkendala Masalah Penegakan Hukum

Penera pan konsep REDD + (Reducing Emission and D eforestation and D egradation plus) yang seharusnya
sudahberjalan sejak 2005, sampai saat ini jalanditempat. Bahkan implementasinyajuga belum terw yjud.
D osenFakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, KalimantanTimur, Ded dy Hadriyanto, m engatakan
belum terwujudnya RED D+ disebabkan lambatnya pembuatankonsep yang diterapkan pem erintah
Indonesia, terutama terkait masalahfundamental seperti penegakan hukum, tata ruang dan kesadaran
pemerintah daerahsetempat.

"Law enforcement belum ditegakkan, bahkanBupati yang mem buat kebijakansaja ikut terlibat dalam
kgahatan hutantersebut, para penegak hukumnya juga begitu," katanya ditemui disela lokakarya On
Tropial Wetland E cosystem of Indonesia di Bali, Senin (11 /4).

Dia mengakui masih adanya perbedaanantara kebijakan pem erintah pusat dandaerahsehingga tidak

sinkron satu sama lainnya. Bahkan pembuat kebijakan yaitu pemerintah daerah (pemda), tidak
mengetahui korsep RED D+ tersebut.

Selain itu, Ind oresia terkesanlambat menyusun kebijakan penerapan REDD + seperti masalah pembiayaan
yang belum jelas. Jika melihat Brasil, kata dia, salah satu proyek yangberhasil diManaus denganluas 580
hektare.

Dana yang diterima Brasil, katanya, ditam pung melalui satu bank yang dikelola oleh PBB khusus perihal
perubahan iklim, kemudian dibagi ke dana abadi, dana infrastruktur dandamna operasional untuk
diba gikan ke masing-masing daerahsesuaikebutuhan.

“Misalnya kampung A butuhuntuk peningkatankesehatanmaka didirikanlah rumah sakit di samna, atau
kampung B butuh pengembangan komunikasimaka dibangunlahjembatan di sana," kata dia.

Hal senada juga disampaikanPeneliti Senior CIFOR Daniel Murdiarso. Dia mengatakan banyak gubernur
salahpersepsi mengemai kebjakan REDD +. Mereka menyangka akandiberikanbanyakuangolehprogram
ini

Oleh karenaitu, kata dia, tata kelola harus diperjelas siapa yang berhak untuk menerima pendanaan
tersebut. “Selain itu, konsep tata ruang harus segera diterbitkan demikepastian hukum dan persamaan
persepsi antara pemerintah daerah danpusat," kata dia.

REDD diperuntukkan bagi negara berkembang yang kaya akan hutantropis. Pihak donorsudah

berkomitm en mendonasikansekitar US$5 miliar untuk mendamai upaya yang dilakukan negara
berkembang ini. Tria Dianti
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